SALINAN

BUPATI SAROLANGUN

PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI SAROLANGUN
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TENTANG

TATACARA OPTIMALISASI PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF BERUPA
TIDAK MENDAPAT PELAYANAN PUBLIK TERTENTU DALAM
PENYELENGGARAAN JAMINAN SOSIAL KESEHATAN
DI KABUPATEN SAROLANGUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SAROLANGUN

Menimbang: a. bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama dalam
memperoleh akses atas sumber daya di bidang Kesehatan
dan memperoleh pelayanan Kesehatan yang aman, bermutu
dan terjangkau serta memperoleh perlindungan berupa
jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pancasila
dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;

b. bahwa jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a merupakan salah satu tanggung jawab pemberi kerja
selain penyelenggara negara untuk dapat diberikan kepada
pekerjanya namun tanggung jawab tersebut belum dapat
dilaksanakan  sesuai dengan = ketentuan = peraturan
perundang-undangan,;

c. bahwa dalam rangka tertib administrasi pengenaan sanksi
tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu berdasarkan
ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun
2013 tentang Pengenaan Sanksi Administratif Kepada
Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap
Orang, selain Pemberi Kerja, Pekerja dan Penerima Bantuan
Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial, perlu disusun

pedoman dalam pelaksanaannya;



Mengingat :

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

1.

dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Optimalisasi Pengenaan Sanksi
Administratif Berupa Tidak Mendapat Pelayanan Publik
Tertentu dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan

di Kabupaten Sarolangun;

Pasal 28 H ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor
Ketenagakerjaan di Perusahaan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1981 Nomor 39, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3201);

Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo,
Kabupaten Muaro Jambi dan Tanjung Jabung Timur
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor
182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro
Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3969);

Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4279);

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem
Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan



10.

11.

12.

13.

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5063);

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan
Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5256);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5357);

Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 tentang Tata
Cara Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2013 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5473);

Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang
Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja
Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan
Setiap Orang, selain Pemberi Kerja, Pekerja dan Penerima
Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor
238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5481);



14. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang
Penahapan Kepesertaan Jaminan Sosial (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 253);

15. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2018 Nomor 165);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATACARA OPTIMALISASI

PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF BERUPA TIDAK
MENDAPAT PELAYANAN PUBLIK TERTENTU DALAM
PENYELENGGARAAN JAMINAN SOSIAL KESEHATAN DI
KABUPATEN SAROLANGUN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Definisi dan Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

Daerah adalah Kabupaten Sarolangun.

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Organisasi Perangkat Daerah sebagai
unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah, yang memimpin pelaksanaan
urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Sarolangun

Jaminan Sosial Kesehatan adalah salah satu bentuk perlindungan sosial
untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar
hidup yang layak.

Jaminan Sosial Kesehatan adalah suatu perlindungan kesehatan yang
diselenggarakan dengan menggunakan mekanisme asuransi kesehatan
dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar kesehatan masyarakat
yang layak yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran
atau penerima bantuan iuran.

Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS
adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program
jaminan sosial.

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disebut
BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk

menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan.



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling

singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran sesuai

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah, atau

imbalan dalam bentuk lain.

Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara adalah:

a. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan
suatu perusahaan milik sendiri;

b. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri
sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya; dan

c. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di
Indonesia, mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a
dan huruf b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia yang berada di
Kabupaten Sarolangun.

Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk

uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada

pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian

kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk

tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan

dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.

Keluarga adalah suami atau istri dan anak yang sah paling banyak 3 (tiga)

orang.

Pelayanan Publik Tertentu adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam

rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan publik sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

Sanksi Administratif Tidak Mendapat Pelayanan Publik Tertentu adalah

sanksi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemberi kerja selain

penyelenggara negara yang tidak melaksanakan kewajiban sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengawasan ketenagakerjaan adalah kegiatan mengawasi dan menegakkan

pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.

Pegawai Pengawasan Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut Pengawas

Ketenagakerjaan adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan

dalam jabatan fungsional Pengawas Ketenagakerjaan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sarolangun dan Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sarolangun

adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang Ketenagakerjaan dan

bidang Penanaman Modal.



Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan
Pasal 2
(1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum
dalam optimalisasi penyelenggaraan jaminan sosial Kesehatan di Daerah.
(2) Optimalisasi Penyelenggaraan program jaminan sosial kesehatan di Daerah
bertujuan agar terselenggaranya perlindungan jaminan sosial Kesehatan bagi
pekerja dan keluarganya dalam memenuhi kebutuhan dasar hidup yang

layak bagi pemberi kerja dan pekerja di Daerah.

Bagian Ketiga
Sasaran
Pasal 3
Sasaran optimalisasi penyelenggaraan program jaminan sosial kesehatan di
Daerah meliputi:
a. Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara; dan
b. Setiap Orang, selain Pemberi Kerja, Pekerja dan Penerima Bantuan Iuran

Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial.

Bagian Keempat
Ruang Lingkup
Pasal 4
Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:
a. Penyelenggaraan Jaminan Sosial di Daerah;
b. Optimalisasi pengenaan sanksi administratif berupa tidak mendapat
pelayanan publik tertentu dalam penyelenggaraan jaminan sosial kesehatan
di daerah; dan

c. Pembinaan dan pengawasan.

BAB II
PENYELENGGARAAN JAMINAN SOSIAL DI DAERAH

Pasal 5
(1) Pemberi kerja selain penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3 huruf a, wajib:

a. mendaftarkan diri dan pekerjanya sebagai peserta kepada BPJS
Kesehatan secara bertahap sesuai dengan program Jaminan Sosial
Kesehatan yang diikutinya; dan

b. memberikan data diri dan pekerja berikut anggota keluarganya kepada
BPJS Kesehatan dan Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi Kabupaten

Sarolangun secara lengkap dan benar.



(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

Data diri dan pekerjanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,

meliputi:

a. data pekerja berikut anggota keluarganya yang didaftarkan sesuai dengan
data pekerja yang dipekerjakan;

b. data upah yang dilaporkan sesuai dengan upah yang diterima;

c. data kepesertaan dalam program Jaminan Sosial Kesehatan sesuai
penahapan kepesertaan; dan

d. perubahan data ketenagakerjaan.

Perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, paling sedikit

meliputi:

a. alamat perusahaan;

o

kepemilikan perusahaan;

c. kepengurusan perusahaan;

d. jenis badan usaha;

e. jumlah pekerja;

f. data pekerja dan keluarganya; dan

g. perubahan besarnya upah setiap pekerja.

Perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaporkan oleh
pemberi kerja selain penyelenggara negara kepada BPJS Kesehatan dan
Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sarolangun paling lambat 7

(tujuh) hari kerja sejak terjadinya perubahan.

Pasal 6

Setiap orang, selain pemberi kerja, pekerja dan penerima bantuan iuran yang

memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, wajib:

a. mendaftarkan dirinya dan anggota keluarganya sebagai peserta kepada
BPJS Kesehatan; dan

b. memberikan data dirinya dan anggota keluarganya secara lengkap dan
benar kepada BPJS Kesehatan.

Data dirinya dan anggota keluarganya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b, meliputi:

a. data anggota keluarga yang didaftarkan harus sesuai dengan data yang
sebenarnya:

b. data kepesertaan dalam program Jaminan Sosial Kesehatan harus sesuai
dengan penahapan kepesertaan; dan

c. perubahan data diri dan anggota keluarganya.

Perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, paling sedikit

memuat:



(4)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

a. alamat rumah;

b. jenis pekerjaan; dan

c. jumlah anggota keluarga.

Perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaporkan oleh setiap
orang, selain pemberi kerja, pekerja, dan penerima bantuan iuran kepada
BPJS Kesehatan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya

perubahan.

BAB III
PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 7
Pemberi kerja selain penyelenggara negara yang melanggar ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan setiap orang selain pemberi kerja,
pekerja dan penerima bantuan iuran yang melanggar ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 dikenakan sanksi administratif.
Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
a. teguran tertulis;
b. denda; dan/atau
c. tidak mendapat pelayanan publik tertentu.
Sanksi administratif berupa teguran tertulis dan denda sebagaimana pada
ayat (2) huruf a dan huruf b, dilakukan oleh BPJS Kesehatan sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

Pengenaan sanksi administratif berupa tidak mendapat pelayanan publik

tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c, dilakukan

oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu atas dasar permohonan dari BPJS Kesehatan.

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan kepada

Pemerintah Daerah setelah berkoordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja dan

Transmigrasi dan pengawas ketenagakerjaan.

Sanksi administratif tidak mendapat pelayanan publik tertentu sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dikenakan kepada:

a. pemberi kerja selain penyelenggara negara yang melanggar ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dan setiap orang,
selain pemberi kerja, pekerja dan penerima bantuan iuran yang
melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf
a, dilakukan dengan mempersyaratkan kepada mereka untuk melengkapi
identitas kepesertaan Jaminan Sosial Kesehatan dalam mendapatkan

pelayanan publik tertentu; dan



(1)

(2)

(2)

(1)

b. pemberi kerja selain penyelenggara negara yang melanggar ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dan setiap orang,
selain pemberi kerja, pekerja, dan penerima bantuan iuran yang
melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf
b dilakukan setelah mendapatkan surat permohonan pengenaan sanksi

dari BPJS Kesehatan.

Pasal 9
Setiap orang, selain pemberi kerja, pekerja, dan penerima bantuan iuran
yang melanggar ketentuan tidak mendaftarkan dirinya dan anggota
keluarganya sebagai peserta kepada BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dikenai sanksi tidak mendapat pelayanan
publik tertentu oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan persyaratan yang
ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a.
Sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dicabut apabila setiap orang, selain pemberi kerja, pekerja, dan
penerima bantuan iuran tersebut telah mendaftarkan dirinya dan anggota
keluarganya sebagai peserta kepada BPJS Kesehatan yang dibuktikan
dengan menunjukkan kartu kepesertaan Jaminan Sosial Kesehatan atau
surat tanda terima pendaftaran dari BPJS Kesehatan berikut bukti lunas
pembayaran iurannya.

Pasal 10
Sanksi administratif tidak mendapat pelayanan publik tertentu yang dikenai
kepada pemberi kerja selain penyelenggara negara meliputi:
a. perizinan terkait usaha;
b. izin yang diperlukan dalam mengikuti tender proyek;
c. izin mempekerjakan tenaga kerja asing;
d. izin perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh; atau
e. izin mendirikan bangunan (IMB).
Sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu yang dikenai kepada setiap
orang, selain pemberi kerja, pekerja, dan penerima bantuan iuran yang
memenuhi persyaratan kepesertaan dalam Program Jaminan Sosial

Kesehatan, yaitu Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Pasal 11
Sanksi administratif tidak mendapat pelayanan publik tertentu sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dicabut apabila:
a. sanksi denda telah disetor secara lunas kepada BPJS Kesehatan dan

telah mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada BPJS



Kesehatan secara bertahap sesuai dengan Program Jaminan Sosial
Kesehatan yang diikutinya bagi pemberi kerja; atau

b. telah memberikan data dirinya dan pekerjanya berikut anggota
keluarganya kepada BPJS Kesehatan secara lengkap dan benar bagi
pemberi kerja selain penyelenggara negara yang melanggar kewajiban
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dan Pasal 6 ayat
(1) huruf b.

(2) Pencabutan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh
Pemerintah Daerah melalui Dinas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu, setelah mendapatkan:

a. Rekomendasi tertulis dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
b. Permintaan tertulis dari BPJS Kesehatan; dan

c. Rekomendasi tertulis dari Pengawas Ketenagakerjaan.

Pasal 12
Dalam hal sanksi administratif tidak mendapat pelayanan publik tertentu
telah diberikan, tetapi pemberi kerja selain penyelenggara negara tetap tidak
patuh melaksanakan kewajibannya, sebagaimana yang disampaikan oleh
BPJS Kesehatan melalui Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi dan Unit
Pelaksana Teknis (UPT) Pengawasan Ketenagakerjaan, Pemerintah Daerah
berhak melakukan pemeriksaan terhadap pemberi kerja sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 13
(1) Pemerintah Daerah melalui Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi dan Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu melakukan koordinasi
dengan Pengawas Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan dalam rangka
melakukan evaluasi pengenaan dan pencabutan sanksi administratif tidak
mendapat pelayanan publik tertentu.
(2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala

setiap 3 (tiga) bulan atau sesuai dengan kebutuhan.

BAB III
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 14
Perjanjian Kerjasama antara Perangkat Daerah dengan BPJS Kesehatan yang
sudah dilakukan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, dinyatakan masih
tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan

Bupati ini.



Pasal 15
Semua izin/perpanjangan izin terkait usaha yang telah terbit atau masih dalam
proses penerbitan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tetap berlaku
sampai habis masa berlakunya, sedangkan permohonan izin/perpanjangan izin
yang diterbitkan setelah ditetapkannya Peraturan Bupati ini wajib menyesuaikan

dengan Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang
mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan

penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sarolangun.

Ditetapkan di Sarolangun
pada tanggal 29 September 2021

BUPATI SAROLANGUN,
Ttd.

CEK ENDRA

Diundangkan di Sarolangun
pada tanggal 29 September 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN,
Ttd.

ENDANG ADBUL NASER

BERITA DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2021 NOMOR 37

Salinan sesuai dengan aslinya,

An. Sekretaris Daerah
Asisten Pemerintahan dan Kesra

MUXYA MALIK, SH, M.M
Pembina
NIP. 19830316 200903 1 005
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